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PEUERII{TAH NABI'PATEN PESISIR SELATAN

DIITAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 2t6O2

SURAT PERJANJIAN KERJA

I(EIGIATAN:

/RETIABILITASI GEDUNG DAN PE}IGAD.AAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH DASAR {DAr( REGTTLER 2019}

PEKER.IAAN :

PEMBAI{GUNAN JAMBAIS BARU SDIT Ol ASAM KUMBANG

P^ntara
PEMIRINTAH I(ABUPATEN PESISIR SELATAN

Dengan
KEPALA SEKOLAH

Nomor : 45 /v/ SARPRAS-DAILSD/ SWI(/ DpK-pS/ 20 1 9
Tanggal : 2O Mei 2O19

il Serrin tanggal Dua httuh bulan Mei tshan lhta Ribtt Selr.bilan Belas, tr;orni gang
dibaua.hinl:

JAtrRI, S.Pd

Kuasa Pengguna Anggaraa Bidang Pembinaal Sekolab. Dasar
Tahua Anggaran 2O19

: Jl. ff. egu.s Saltm - Painaa

Gtuk dan atas nrtia Pemerintah RepubLk Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir

!!lda*rf". Surat Keputusa-n Bupati Pesisir Seiatan Nomor : 9OO/a3/I<ytS/Bpf-pS/2019
SA.IrINLTARI 2O19 selanjutnya disebut Pihak pertama.

uuRNIA',U, S.Pd.SD

Kepala Sekolah SDII 01 Asam Kumbaag

Asam Kumbang

atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatal
:&.1/069/BKPSDM-2018 Tanggal 27 Februari 2018 yalg selanjutnya disebut Pihak Kedua-

I nenl-atakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri datam suatu Pe4'aljian
tr)maAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O18 dengan ketentuan-
fu syarat-syarat seperti dalam pas.il-pasal rii bawah ini :



Norcr
Tanqgal

Pekqjaan

45/ V/ SA R PRA9DAK.SD/ SWK/ DPK.PS/ 2019

20 MEI 2019

Pemlangumn Jambm Baru SDN 0 1 Asam Kurnbutg

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2O1B tentangpelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Inclonesia Nomor l4l Tahun 2O18 tanggal 31 Desember

2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2O19 menentukan
bahwa kegiatan peningkatan prasaraira pendidikan dilakukan oleh Panitia
Pembangunan Sekolah secara srvakelcla yang ditetapkan aleh lr-epala Sek-olah

penerima alokasi DAK sebagai bagtan integra-l manajemen berbasis sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2O19 tanggal 18 Januari 2019 Tentang Petunjuk operasional Penggunaan Dana

Alokasi Ktrusus (DAK) Eidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O19'

4 DpA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
" Anggaran 2O19,

ffi menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri da-tam suatu Perjanjian
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaral 2O19 dengan ketentrran-

dan syarat-syarat seperti daiam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal I
TI,JUAT{ PERJANJIAI{

krjanjian Kerja adatah untuk melaksanakan pekerjaan di bau'ah ini :

. 
. 

Pembanguo""J":::L:T,:? 
;Lf* 

Kumbang

fcdua bersedia r,elaksanakan pekedaan tersebut diatas sebagaimana yang tercarrtum dalem

tkmbar sena bertanggungiau'ab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

SI'MBER DAIIA

dana pada kegiatan ini berasa-l dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran

I{ILAI PEKER.'AAN

oilai pekerjaan tersebut dalam pdrjanjian ini adalah sebesar Rp. 100.oo0.ooo,oo
.Ol).6.762 tanggal O2 JanuariJuta Rupiah ) yang dibebankan pada DPA SKPD No.. 1.O1'01.O1

2-

3.

Ke{a
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Pasal 5
PENGAV.'ASAI{ & PEMERIKSAAN

Untukmelakukanpengendalianpeke{aanyangterdiridaripengav,rasandarrtindakan
pengoreksian, pihak perta,oa dibantu Lt.t strrbiras Pekerjaan Umum dan Penataan ltuang

i<.Ui.p"t., pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang berlin{a!,ntuk dan atas nama

Pihak Pertama dan akall diberitahukan secala tertulis kepada Pihak Kedua'

pihak Kedua tranrs mematuhi segala petunjuk (daram hai teknis) dan.atau perintah Direksi

Pekerj aan / Pihck Pertam a.

pihak pertama mempunyai hak untuk menolak sedap hasil pekerjaaa yang tidak sesuai

a",,g..= ketetiuarr p.1,k",,'".,-y^' baik mengenai ketentuan administrasi keuarrgan

maupun ketentuan telmis-

Nomor

Tmggal
Pekerjaan

PRINSTP PEKEzuAAIT

pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2O19 meliputi :

dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

asas transparansi dan akuntabilitas,

partisipasi masyarakat dalAm pengelolaan kegiatan'

i kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan'

Pasal 6
JAI{GTA WAI(TU PELI\KSANAAIT

Pihak Kedua

Pasal 7
CARAPENYALI'RAN DAI{A

Kerja

4 5/ V/ SAHPRALDAK.SD/ SWIA DPK.PS/ 20 19

20 MEI 2019

Penbongqnan Jmnbut Btru SDN o 1 Asun Kufitbang

*at<tu peliksanaan yang disebutkan dala:n pasal 1 perjan-iian ini ditetapkan selama 12O (- 
^ -

Dua puluh ) Hari Kalenier, terhitung mulai saat ditirimanya dana DAK Tahun Anggaran 2019

penyalurandanasebagaimanadimaksudda]amPasa.l3Sebagaiberikut

Tahap l:25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dala swakelola apabila

pelaksana swakelola telah siap untuk melaksanakan pekerjaan swakelola'

l- Tahap I't: 45o/o fEmpat puluh lima perseratlrs) dari keseluruhan dana swakelola apabila

pekerjaan telah mencapai bobot 257o (Dua puluh lima perseratus)'

3- Tahap III : 3O,)/o (Tiga puluh perseratus) dari keselunihan dana swakelola apabila pekerjaan

telah mencapai bobot 7O% (Tujuh puluh perseratus),



Nomr
Tanggal

Pekajam

45/ V/ SARPRA9DAK.SD/ SWK/ DPK-PS/ 2019

20 MEI 2019

Pembutqtnan Janbm Buu SDN O 1 A sm Kumbong

Li

disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

: P2S SDN 01 ASAU KITUBANG

: O.+O3.O210.OZL52-6

: KA$TOR KAS PASAR BARU BAYANG

Pasal 8
PEI{ERJAAIT TAUBAII KT'RAI{G

Penyimpangan-penyimpangan serta perubahan-perubahan yang merupakan penambatran

atau penguiangan pekerjain hanya &anggap sah sesudah mendapat perintah tertutis dari

Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.

Adaaya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waldu

pelaksanaan pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis Pihak Pertama.

Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak Pertama sebagai akibat

perbuatan orang - orang yang dipekerjakannya.

Pasal 9
PEI"APORAN

Pihak kedua *'ajib membuat- laporall secala berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan /
kemajuan pekerjaan kepada Pihak Pertama-

Segala laporan atau catatal] pekeiaan dibuat dalam bentuk buku harian yang telah

disetujui oieh Pihak Peitama dan harus ada diiokasi pekerjaan'

prhak kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama foto-foto kegiatan

beserta kelengkapan admirfstrasi iainnya pada tahapan pencairan dana.

Laporan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh Pihzrk Kedua kepada
pihak pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya

pelaksanaan pekerjaal, dilampiri antara lajn :

Berita Acara Serah Terima,

Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran

lainnya,

Bukti setoran pajak,

Bukti teknis lainnya

2-

a

kjaljian Kerja



Nomor

Tmggal
Peketjm

: 45/ v/ SARPRAS-DAKSD/9WW DPK-PS/ 2019

: 2OMEI2019
: Pem.bmgurtulJambmBmt SDN 01 AsamKumba'Lg

Pasal 10
SAITKSI

"[ka da]am pelaksanaan pekerjaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diluar

batas kemampuan Hhakkedua, maka pihak Kedua segera menyampaikan seca.ra tertulis

kpada Pihak Pertama.

Apabila dalam pelaksanaan pekedaatr mengalami keterlambatan atau teljadi penyimpangan

dari ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar fencana, maka Pihak

Fertamasecarasepihakdapatmemutuskan/menghentikanpekerjaantersebut.

Pemutusan/penghentiansebagaimanadimaksudayat2diataskepadaPihak
l"d;;;$;;1;;r, *a.,ib m.ngemba.likan seluruh daoa dan disetorkan ke kas daerah

Pasal 11
PA"IAI(

Fajakyangtimbulakibatdaripelaksanaankegiatan/pekerjaanwajibdipungrrtdan]
'disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yalrg berlaku di

Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Pasal 12
TORCTMA"'EURE

Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaal pekerjaan yang sedarlg

berjalan sedangkan kejadiannya diluar kehendak/kewenangan dari Pil.ak Kedua seperli

bc:rcana alam, epidem.ik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/demonstrasi'

Apabila terjadi force majeure maka Pihak Kedua segera memberitahukan kepada Pitrak

Pertama secara terrulis selambat-lambatnya dalam kurun wakhr 3 (Tiga) hari sejak

terjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak

berwenang.

Berdasarkan pemberitahuan terhrlis dari Hhak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat (2) makaPihak Pertama akan melakukan eva-luasi dan kajian untuk mengambil

tlpuiusarr, menyetujui atau menolak permohonan dad pihak Kedua tersebut.

Apabila permohonan tertulis dari Pihak Kedua tentang force majeure diterirna/disetujui
maka akan dilakukal perubahan perjanjian sedangkan pe{anjian awal dinyatakan batal'

Fan Ke4a



Pasal 13
PTITUTI'P

&rat Petjartjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada
rn%ar tersebut di atas. surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), 4 (empat)

bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai
hkum yang sama.

Nomr
Tanggal

Pekerjaan

DiAetahul Oleh,
IGpala Dlnas Perdlditaa dan

Kebudayaan
Kabupaten Pesisfu Selataa

2sll.
H. ZI'LITIFI,I.A.Pd.U.Pd

NrP. 19591231 198512 1 005

: 45/ v/ SAEPRA9DAK.SD/ SWK/ DPK-PS/ 2019
: 20MEI2019
: Pem.bwtgunfrLJambmBm SDN O1 AsamKum.butg

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAX PERTAUA,

Kuasa Peagguaa Aogaraa

v4
JAI'RI. S.Pd

NIP. 19690530 199711 1 001

EAXTTDI'A,
SDIr ()1 Asad

rmfrmg

112 1


